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PUTUSAN

Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Bks
(-;J\&? AR )

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
XXX, NIK 3209132402860006, tempat dan tanggal lahir Cirebon 24 Februari
1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di XXX;
Pemohon;
Lawan
XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Bogor 23 Desember 1995, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan #01044#, bertempat tinggal di XXX
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi
dengan register perkara Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan Gugatan PEMOHON sebagai berikut:

Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan,Kota Bekasi Prov. Jawa Barat.
sesuai Kutipan Akta Nikah No:0580/009/VI1/2016 tertanggal 06 Juni 2016.;
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Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di Kontrakan Jatimelati lalu pindah ke Jatiwaringin sebagai tempat kediaman

bersama dan terakhir

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang
No.1l tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
karuniai 1 Satu anak.:

XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi,10-03-2017 , Umur 6 th.

-2-

Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon
berjalan rukun dan Harmonis, namun sejaktahun 2020, suasana rumah tangga
Pemohon dengan Termohon kurang Harmonis dan sering terjadi percekcokan, faktor
penyebabnya antara lain.;

Bahwa Termohon/istri sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon/suami,
Termohon/istri tidak patuh kepada Pemohon/suami, serta Termohon/Istri sulit untuk di

nasehati.

Bahwa Termohon/istri tidak menghargai Pemohon/suami sebagai kepala
rumah tangga, Termohon/istri kurang menghargai Keluarga besar Pemohon/suami.

sehingga Pemohon/suami kecewa dan sakit hati kepada Termohon/istri.

Bahwa Termohon/istri telah meninggalkan rumah dengan membawa anak

dalam keadaan anak sakit, sejak Bulan April 2023 s.d sekarang.

Bahwa, puncak Perselisihan dan percekcokan pada April 2023, yang
mengakibatkan Termohon/istri keluar dari Rumah bersama serta sejak saat itu antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
dan Istri s.d sekarang atau selama 8 Bulan.
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Bahwa pernah upaya untuk damai Pemohon dan Termohon serta keluarga
Pemohon dan Termohon, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil
sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal
mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh Pemohon sehingga tidak ada
lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga
yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan Pemohon, maka tidak
ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum
Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya Pemohon
menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon, dan sekaligus Pemohon minta diceraikan dari Termohon.;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut

Peraturan PerUndang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan
memutuskan serta mengabulkan permohonan Pemohon, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut ;

3-
PRIMAIR:

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
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Mengizinkan kepada PEMOHON (XXX.), untuk menjatuhkan Thalak satu
RAJ'I terhadap diri TERMOHON (XXX.).;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk
bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah,
warahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis
telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator untuk melakukan upaya
mediasi, nhamun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang
bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah
dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap 0053# #0046#, Termohon tidak dapat didengar jawabannya
dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan,
meskipun Termohon telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil
secara resmi dan patut pada tanggal ... yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar
hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalili permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bu
kti Surat
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0580/009/VI/2016 Tanggal 06 Juni 2016 atas
nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah
bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Bu
kti Saksi
2.1. .., umur ... Tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
2.1.1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi
adalah Ibu Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami

Pemohon;
2.1.2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon ...;
2.1.3. Bahwa selama pernikahan tersebut #0046# dengan

Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
2.1.4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan
Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak ... rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan ...;
2.15. Bahwa ...;
2.1.6. Bahwa sejak .., Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan
sampai saat ini mereka telah berpisah ... lamanya dan selama
berpisah antara #0046# dan Termohon sudah tidak ada lagi
hubungan baik lagi;
2.1.7. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun
tidak berhasil;
2.2, ...,umur ... Tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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2.2.1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi

adalah Adik Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami

Pemohon;
2.2.2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon ...;
2.2.3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

2.2.4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan
Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak ... rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan ...;

2.2.5. Bahwa ...;

2.2.6. Bahwa pada ... Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai
saat ini mereka telah berpisah ... lamanya dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
2.2.7. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun
tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di
persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan
Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-
hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan
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yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah
mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka
dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
#0046# dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan
tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan
dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua
belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;
Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
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Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon
supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam
perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan
mediasi, karenannya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak
yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis
telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator
tersebut tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya
mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan
damai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah
karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintan Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur
sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut
menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan
sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Termohon setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi, maka
secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk
mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di

persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat
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gugatan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan
untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg.
jo. Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan
di luar hadirnya Termohon dan diputus secara contradictoir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan
perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga
walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan
membenarkan dalil-dalii Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian
wajib mencari kebenaran materiil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping
untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut
hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 863 K/Pdt/1990
tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam
perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya
kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen).
Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa
akan tetapi sebagai mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami
istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping
itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan
pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan
demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya
sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;
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Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah
dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

A\4 7 N A AN DAY
D

Artinya: “Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui
alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan
telah menghadirkan alat bukti Saksi dipersidangan yaitu: ... dan ...;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut
telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan
dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya
bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah
dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal
164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dari Pemohon telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut
agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan
keluarga antara Pemohon dan Saksi-Saksi merupakan ketentuan khusus dalam
perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa
Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., Saksi-Saksi
tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,
keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang
jelas dan keterangan yang diberikan oleh Saksi harus saling bersesuaian satu dengan
yang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis
Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi yang memenuhi syarat materiil
sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan #0047# karena ...;

3. Bahwa pada ... Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah
kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah ...
lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
lagi hubungan baik lagi;

4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon
supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap
dengan niatnya tersebult;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi
selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis
pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dikuatkan
dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2016. Dengan
adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena
antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri,
sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan

oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian
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merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa,
dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga
negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan
perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan
yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana
yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan
perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa
keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena Saksi-
Saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada Saksi (testimonium de
auditu), namun berkaitan dengan akibat hukum (rechts gevolg) dari perselisihan dan
pertengkaran itu sendiri, Saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon
dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada
hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi di persidangan tidak ada yang
mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun para Saksi menyatakan rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak
diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Pemohon kepada para
Saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan
tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping
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keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, juga untuk menghindari fithah
karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Pemohon kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Pemohon
telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain
supaya menguatkan dalil-daliinya, namun Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan
alat bukti khususnya Saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga
merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga
(perselisinan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose
ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak
orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh
karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak sanggup lagi
mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan Saksi-Saksi,
namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan
perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (rechts gevolg) dari
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya
tempat tinggal Pemohon dan #0047# ... lamanya yang berarti antara keduanya sudah
tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara percaraian karena alasan
perselisinan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-daliinya telah memenuhi
unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang
diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para Saksi yang dihadirkan
Pemohon tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon namun hanya menyebutkan akibat hukum (rechts gevolg) dari perselisihan
dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut dapat bernilai
sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299

K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:
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(1). Keterangan dua orang Saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat
bukti berupa keterangan Saksi harus memenuhi asas Klasifikasi unus testis nullus
testis, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon
sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan
bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri
agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup
berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami
istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu,
Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk
kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus-menerus, apabila ada itikad baik dari
kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu
saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga
Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga
mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah
tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu
fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala
aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu,
Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon
menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa
dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis
diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara
suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim
telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya
bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan
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pendiriannya untuk bercerai dengan #0047#. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa
Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga
mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih
dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua
belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah
tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan
sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan
rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada
rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan
rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17
Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah
satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal
itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah
tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak
atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut
merupakan bukti adanya kemudaratan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, maka sudah sepatutnya kemudaratan tersebut dihilangkan, Terkait hal
tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab
Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalag, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh

Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:
@B 1 S YAQZD, §4(1t S 3 YRIGHIBERLS, °R) 3¢
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Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap
pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu
(rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan
akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat,
oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula
dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Flall o e pdin dlidl 0

Artinya: “Menolak kesusahan (mudarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi #0046# dan Termohon serta
dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai
bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum
haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi
diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian
dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman
Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat 227:

e K 000 s 0y
(EN T A
Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
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Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya
alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha
perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis
Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah
gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada
petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait
permohonan Pemohon dalam petitum Nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin
kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX)
di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang
diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung
setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama
sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan
sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain
karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan
ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan
Hakim karena jabatannya (ex officio) berwenang untuk membebankan kewajiban
tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian
ketentuan mengenai nafkah iddah dan mutah jika dikabulkan tanpa gugatan
merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim
untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (ultra petita partium);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mutah kepada Termohon

bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-
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undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan
pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan
publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut,
hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang
pembangkang atau durhaka kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa
merupakan pembunuhan karakter (character assasination) terhadap diri Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan
putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak, dan
memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena
Termohon tidak pernaha hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang
walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk
hal yang demikian, karena Pemohon dalam laporan Mediator telah menyanggupi
untuk nafkah iddah sejumlah Rp.......,00 (........... rupiah) dan nafkah mutah sejumlah
Rp...cceu. 0[O (o rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum
Pemohon untuk membayar mutah dan nafkah iddah tersebut, yang besarannya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mutah tersebut
adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan
dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban
tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap
Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-
ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
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Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bekasi pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh
Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H.
Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hij. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suyadi Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Perincian biaya:
1. Biaya PNBP Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya Proses Rp60.000,00
3. PNBP Panggilan Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp28.000,00
5. Biaya Redaksi Rp...,00

6. Biaya Meterai Rp...,00
JUMLAH Rp128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
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